5.1

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian yang dilakukan, ditemukan

jawaban atas pokok permasalahan yang telah di deskripsikan, maka dapat ditarik

simpulan sebagai berikut:

1.

Implementasi kebijakan SIK BLU untuk meningkatkan kualitas laporan
pertanggungjawaban bendahara pada BLU UNG yang dilaksanakan secara
sistematis dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Meskipun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan pada tahap
monitoring dan evaluasi yang belum terlaksana secara maksimal. Terdapat
penyampaian LPJ oleh Bendahara Fakultas/Unit Kerja yang mengalami
keterlambatan dan masih terdapat ketidaksesuaian dan kekeliruan data LPJ yang

telah disampaikan.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan SIK BLU

untuk meningkatkan laporan pertanggungjawaban keuangan pada BLU UNG

yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi (Communication); komunikasi yang dibangun belum secara
maksimal dilaksanakan, terutama pada pelaksanaan rapat pembahasan
terkait LPJ Keuangan Fakultas/Unit Kerja atas kewajiban jangka pendek

termasuk pembayaran remunerasi; dan terdapat pelaksanaan sosialisasi atas
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aturan, kebijkan, atau up date terbaru masih sangat minim pelaksanaanya
kepada bendahara Fakultas/Unit Kerja. Hal tersebut dapat mempengaruhi
tingkat kualitas LPJ Bendahara Fakultas/Unit Kerja pada pelaksanaan
implementasi kebijakan SIK BLU untuk meningkatkan kualitas laporan

pertanggungjawaban keuangan pada BLU UNG.

. Sumber Daya (Resourches); meskipun secara keseluruhan dalam
penyediaan sumber daya fasilitas pendukung telah terpenuhi yaitu sistem
informasi informasi manajemen terintegrasi dalam sistem komputerisasi
yang memeroses dan mengintegrasikan seluruh alur pengelolaan keuangan
SIK BLU dalam bentuk jaringan koordinasi, penatausahaan, pencatatan, dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan untuk mendukung kinerja dan
memperoleh informasi secara cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel dan
efisien. Namun lain halnya dalam penyediaan sumber daya manusia yang
ada pada BLU UNG belum berjalan dengan maksimal terutama pada
penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi jabatan atau
kualifikasi pendidikan. Sehingga masih perlunya dilakukan pelatihan dasar

dan pengetahuan umum di bidang pengelolaan keuangan.

Sikap Pelaksana atau Disposisi (Attitudes or Dispositions); hasil penelitian
menemukan bahwa sikap pelaksana belum sepenuhnya komitmen dan
konsisten dalam melaksanakan ketentuan penatausahaan dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan, sehingga berimplikasi pada keterlambatan

penyampaian LPJ BLU UNG ke kantor KPPN paling lambat tanggal 10
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(sepuluh) bulan berikutnya dan saat pengajuan pengesahan sebagai data
pembanding bagi KPPN. Sikap pelaksana yang belum mencerminkan
kecepatan berfikir dan bertindak inisiatif untuk merespon dan mendukung
ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan bendahara dalam
SIK BLU dan belum responsiveness dalam penghitungan dan pembukuan

terkait LPJ secara cepat, tepat dan akurat.

. Struktur Birokrasi (Bureaucratic); struktur birokrasi dalam implementasi
kebijakan SIK BLU tersedianya beberapa ketentuan dan peraturan yang
telah diatur dan juga tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
mengatur tata aliran pelaksanaan SIK BLU yang memberikan keseragaman
dalam tindakan para implementor, sehingga menghasilkan fleksibilitas yang
sangat baik, serta adanya keadilan dalam pelaksanaan aturan. Namun
struktur birokrasi belum didukung sosialisasi SOP di unit kerja secara

maksimal.
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5.2. Saran
Berdasarkan temuan penelitian, maka direkomendasikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi, dalam tahap komunikasi atas
pelaksanaan rapat yang dilakukan seharusnya membahas juga lebih terperinci
terkait LPJ Keuangan atas kewajiban jangka pendek termasuk pembayaran
remunerasi serta pelaksanaan rapat tersebut telah masuk dalam program
bulanan tingkat pimpinan baik Pimpinan Universitas dan Fakultas/Unit Kerja.

2. Pejabat/Pengelola Keuangan, Tim SAIl, Tim Verifikator, Bendahara dan
manajemennya sebaiknya menyediakan mediasi secara online yang memiliki
banyak fitur dan manfaat sehingga komunikasi yang dibangun berjalan lebih
lancar dan baik.

3. Disediakannya SOP/Panduan terkait anggaran yang mengatur khusus untuk
pembayaran remunerasi dengan ketentuan pada pagu anggaran tersebut tidak
boleh dilakukan pergeseran atau pengurangan pagu, dan hanya bisa dilakukan
penambahan pagu.

4. Disediakannya SOP/Panduan terkait Rencana Penarikan Dana bulanan dari
Fakultas/Unit Kerja, sehingga dapat dengan mudah dilakukan analisis
kebutuhan pembiayaan terutama kebutuhan anggaran pembayaran remunerasi.

5. Disediakannya SOP/Panduan terkait penyimpanan dana kas khusus untuk
pembayaran remunerasi ke rekening bank BRI, sehingga dana kas pembayaran

remunerasi selalu tersedia.
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6. Seluruh unsur pengelola keuangan diharapkan lebih meningkatkan komitmen
dan konsisten dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SIK BLU, terutama
dalam hal akuntabilitas dan penyampaian LPJ bendahara.

7. Satuan Pengawasan Internal diharapkan lebih diprioritaskan dalam
melaksanakan pengawasan, reviu, monitoring dan evaluasi terhadap sikap
pelaksana yang belum mencerminkan kecepatan berfikir dan bertindak inisiatif
untuk  merespon dan  mendukung  ketepatan = waktu pelaporan
pertanggungjawaban keuangan bendahara dalam SIK BLU dan belum
responsiveness dalam penghitungan dan pembukuan terkait LPJ secara cepat,

tepat dan akurat secara intensif dan optimal.
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